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Nama/Judul SOP

Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lhformasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846) Informasi Publik dapat diakses Publik atau
tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam
undang- undahg;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indbnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi undang-undang;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admihistrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja;

Peraturan Komisi Infdrmasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik (SLIP), (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahuh 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentahg Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor
40 Tahun 2023

Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Publik;

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dari Statistik Nomor' 18 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provihsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang
Klasifikasi

1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKi Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang
Layanan Informasi Publik
2.Petugas [nformasi memiliki Kemampuan :
a.  Memahami Pendokumentasian, Kearsipan dan Pengelolaan Informasi
b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
c.  Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan
informasi




Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP ini berkaitan dengan : 1. Besk (meja) Layanan Informasi 7. Surat/Neta Dinas

1. SOP Surat masuk 2. Komputer 8. Daftar tnformasi Publik

2. 3OP Surat Keluar 3. Alat Cetak (Printer) 9. Datftar Infarmasi dikecualikan

3. SOP Rapat 4_Internet 10.Matrik Uji Konsekuensi
8. Surat Elektronik 11.SK Klasifikasi Informasi dikeeualikan
$. Telepeon/Fax

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya . Apabila FOP ini tidak berjalan dengan baik, 1. Dokumen Kegistan

maka kegiatan tidak dapat dipertanggung jawabkan eleh instansi




Pengujian Konsekuensi informast Publik

Felskszna

Wiutu Baku

Keterangan

Mo Akitvitas Petugas Dat - ) ;
- a‘anuiﬁ?;rmzsi PPID Provinst ‘ _Tim Kelengkepzan Wakiy Qutput
PPID Pertimbangan

1 PPE!DR kPerangka‘E ) Daerah/Ult:‘D 1. Surat permohonan Pada hari [1. Berkahs SOP Suret Masuk
melakukan <gjian ates informasi dan jam permohonan
informasi/dokumen yang diminia ( } 2. Berkas/dokumen kerja informasi
oleh pemohon informasi dan belum S kelengkapan permohocnan 2. Hasil
termasuk dalam Daftar Informasi sengketa informasi kajian/usulan
Publik (DIP) dan menyampaikan 3.Regulasi keterbukaan agftar informasi
hasil kajian tersebut kepada PPID informasi pubiik yang dikecualikan
Provinsi.

2 | Menginventaris seluruh ha:si! kajian 1. Hasil kajian/usulan dafiar | Pada hari 1. Notz Dinas SOP Repat
informasi/dokumen yang diusulkan informasi yang dikecualikan| dan jam <. Berita acara
ggg ngﬁtiglagskua}gi dalam DIP ] pengecuzlian informasi informasi publik
S ; : . D publik
informasi/dokumen tersebut G .
bersama-sama PPID Perangkat 3. Matriks uji konsekuensi
Daerah/UPD dengan
menyampaikan hasil kgjian kepada
tim perkembanga

3 Mer‘nberilgar} pertimbangan Berita acarza klasifikasi Pada hari Hasil SOP Repsat
ggrhagap 'lrl;rordmasdgokuumin yang v informasi publik dan jan pertimbangan
2kl [DEFEasS iRl FUBEngs kerja tentang informasi
Undang seria kepatutan dan : yang d%kecuaﬁkan
kepentingan umum kepada PPID
Provinsi
4 |Menetapkan klasifikasi informasi 1. Berita acara kiasifikasi Pada hari | Surat keputusan

yang dl_kecuahgaﬂ apabila informasi informasi publik dan jam Kesifikasi
yang dimaksud termasuk informasi P. Hasil pertimbangan kerja informasi yang

rahasia dan memasukkan
tersebut kedalam DIP
informasi publik
masukan  dar  tim

yang
informasi
apabila
berdasarkan
pertimbangan.

i

tentang informasi yang
dikecualikan

3.Perbal keputusan
klasifikasi informasi yang
dikecualikan

dikecualikan




5 | PPID Perangkat Daerah/UPD
menerima hasil penetapan
klasifikasi informasi yang
dikecualikan dan menjadikan
acuan/dasar hukum dalam
menerima atau menolak
permohonan inforrasi publik.

Surat keputusan kizsifikasi
informasi yang dikecualikan

Pada hari
dan jam
kerja

Tanda terima dan
Arsip

SOF Surat keluar




